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TENTi{NG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2A2A
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BUPATI ACEI{ BESAR,

bahwa l:erdasarkan ketentuan Pasal 1O{+ dan Pasal 106
Peraturarl Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahulr 2017
tentang Tata Cara Perencaraan, Pengendalian dan Erraluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Eval*asi Rancangan
P*raturan Daerah tentang Rencana Pembangunarl Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka h{enengah Daerah, dan Rencana
Keqia Pernerintah Daerah, Bupati perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencanra Ke{a Pemerir:tah Daerah
(RKPDi Kabupaten;

bahu,a Rencana l{erja Pernerintah Daeral"r merupakan
dol<umen perencanaan pemtrangunan daerah yang menjacli
acuan penyusunan ltebijakan: Umum-Anggaran Pendapatan
dan Belanja l(abupatea Tahu * 2*2*;

c. bahna berdasarkan surat Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Aceh Nomor
050/695.gfProg/Vil12A19 tanggal 04 Juli 2019, Hal Hasil
Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabripaten Aceh Besar
Tahun 2024;

d. bahlva berdasarkan pertimbangan sel:agaimama dimaksucl
dala.m huruf a, huruf b dan lruruf c, perlu menetapkan
Peraturan Butrrati Aceh Besar tentang Rencana l(eda
Pemerintah Da*rah l{abtrp*ten A*eh Besar ?alrun ?O2O.

Undang-Undang Nornor 7 {Drt} Ta}run 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupater: Dalam
Lingkungan Wila3uah Prapinsi Sumat*ra Utara {Lernbaran
Negara Repubiilc Indonesia Tahun i956 Nomor 58,
Tambah*n Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor
1fr92|;

Undang-Unclang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Pen_yelenggaraan I{eistimeie,aair Provinsi Daerah Istirnerua
Aceh {Lerab*ran N*gara R*pui:lik Ind*nes{a 'i"ahtrll l$q$
N*mrcr 172, T*mbahan l-.embaran Negara ltepuhlift
lnri*nesia N*mnr 3$9li);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun ?003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negar-a Republik Indonesia
Nornor a286);

Undang-Undang N*mor 25 Tahun 2S04 tentang Sistem
Pereneanaan Pembangunan Nasional {lcmbaran Negara
Republik lndcnesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;

Undang-Undang Nomor I 1 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2SOS Nomor 62, Tambahan l,embaran Negara
Republik Ind*nesia Nomor 4633i;

Urdang-Undang Itlomor 23 Tahun 2*14 tentang
Pemerinta"han Daera.h {lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana t*lah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 ?ahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik }*donesia
Tahun 2O15 Nomor 58, Tarnbahan l.embaran Negara
Republik lndonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {lernbaran Negara Republik
h:donesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

pere.turan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan l{e*angan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelalaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pernbangunan Daerah, Tata Cara Bvaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Ferubahan Rencama
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Iterja Femerintatr ilaerah {Berita Negara Repub}ik Indonsia
Tahun Z*tT Noraor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
tentang Pedaman Penyu*unar"l Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2O2O {Berita Negara Rcpublik lnelonesia
Tahun 2019 Nornor 61 I l;
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T\4NMUTUSKAN:

Menetapkan: PBRATURAN BUPA?I ACEH BESAR ?ENTANC RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUFATEN ACEH BESAR TAHUI{
2*20.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar
Tahun 202A yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten
Aceh Besar Tahun 2A2O adaiah Dokurnen Ferencanaan
Pembangunan Kabupaten Aceh Besar untuk periode 1 tahun
dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 202*,
sebagaimana tercantum dalam iampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
merupakan Rencana Herja Tahunan Femerintah Daerah
Kabupaten Aceh Besar yang menjadi acuan Penyusunan
Rencana Anggaran Fernbangunan Tahun 2020.

t2) RKPD Kahupater: Aceh Besar Tahun 2A2A merupakan suatu
dokumen yang digunakan sebagai pedoman penyu$unan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2Q2A, Kebijakan Urnum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten {KU-APBK} dan Penetapan Plafon
Anggaran $*mentara {PPAS}, sebagai bagian dan proses
Penyusunan RAPBK Tahun 2A2O.

Pasal 2

(1) RKPD Kabupaten Aceh Be*ar Tahun 2S20 merupakan
penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2Afl-2422, yang
sineryis dengan sasarff.n pembangunan provinsi dan
nasional.

(2) RI{PD Kabupaten Aceh Besar Tahun 20?O sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi :

a. acuan dalam rnenjalankan pembangunan di Tahun 2A2A
karena mernuat kebijakan publik;

b. pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan rlan
Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun ?O2O karena
memuat arah dan kebijakan pembangunan; dan

c. jaminan kepastian: kebijakan }<arena mencerminkan
komitmen pemerintah, seeuai dengarr p*tensi dan
kemampuan keua&gan daeral:"

Pasal 3

Dalam rangka pr*ses Fen-yusunan Rencaxa Anggaran
Fendapatan dan Belanja Kabppaten Aceh Besar Tahun 2O2O

maka:
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a. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar rnenggunakan RKPD
Kabupaten Aceh Besar ?ahun 2AZA sebagai bahan
Pembahasan Kebijakan Umum Arggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupatan {KU-APBK) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPA$) Tahun 2020 bersama Dervan Penvakilan
Rakyat Kabupaten Aceh Besar;

Dokumen KU-APBX adalah dckumen yang memerlukan
kesepa.katan bersarna antara Pemerintah Kabupaten dan
Dewan Penvakila:r Rakyat Kabupaten untuk lebih lanjut
rnenjadi landasan Penyusunan Prjsritas dan Plafon
Anggaran Sementara {PPAS}.

Pasal 4

Bupati dalam proses penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 2AZA
menetapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah {TAPD}
untuk menyusun KU-APBK dan PPAS.

Seluruh Program dan kegiat*n yang dirancang haruslah
bersifat lintas sektcr, lintas pelaku dan lintas koordinasi
yang dapat merealisasikan ar:ah dan tujuan pemba$gunan
daerah.

Pasal 5

Tim Anggaran Pemerintah Daerah {TAPD} Kabupaten
Aceh Besar m€nggunakan dokumen RKPD untuk lebih lanjut
menelaah kesesuaian antara l{ebijakan Urnum Anggaran
Pendapatan dan Belanja iiabupaten Tahun 202O dengan hasil
pembahasan bersama Dewan Per$,akilan Ralqyat Daerah
Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2Al9 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 {Berita
Daerah l{abupaten Aceh Besar ?ahur: 20i9 Nomor l}, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku"
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Pasal 7

Peraturar: Bupati ini mulai berlai<u pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang me*getalruinya, memerintahkan
pengunds.ngan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah l{abupaten Aceh Besar.

Ditetapkan d
pada tanggal

i Kota Jantho
5 Juii ?01e .\f
2 Dzulqa'dah 1440 H

MAW.q,RD} ALI

Diundangkan di I{ota Janttro
pada tanggal 5 Juli _ j?.8I9-M

2 Dzulqa'dah 1440 H

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATSN ACEH BESAR
TAHUN 2019 NOMOR 20


